
 

 

 

 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR    27    TAHUN 2019 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO  

NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 9 TAHUN 2015 

TENTANG KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang  

 

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13a 

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 

Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Bakal calon 

adalah penduduk warga negara Indonesia yang 

mengajukan lamaran menjadi calon Kepala Desa 

dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2019 khususnya Pasal 33 ayat (6) yang 

menyebutkan bahwa penyaringan bakal calon 

dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan seleksi 

tambahan menggunakan tes tulis; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b serta guna 

kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di 

Kabupaten Situbondo dan penyesuaian dengan 

ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

dipandang perlu menetapkan Perubahan atas 

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

SALINAN 
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Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 

Tahun 2019; 

 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor  28 Tahun 1972 

tentang Perubahan Nama  dan Pemindahan Tempat 

Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1972 Nomor 38); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 2036); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); 

10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2019 Nomor 19); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 19 TAHUN 

2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA 

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 2 TAHUN 

2019. 

   

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 

2015 Tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 (Berita 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 19) 

diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah, sehingga Pasal 

1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

3. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten 

Situbondo. 

4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten 

Situbondo. 

5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang 

disebut dengan nama lain adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang  untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 

setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu Perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

desa. 

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa 

yang mempunyai wewenang, tugas dan 

kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 

tangga desanya dan melaksanakan tugas dari 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 

disingkat BPD atau yang disebut dengan nama 

lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 

dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan 

nama lain adalah musyawarah antara Badan 

Permusyawaratan  Desa, Pemerintah Desa, dan 

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 

Badan Permusyawaratan Desa untuk 

menyepakati hal yang bersifat strategis. 

12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih 

kepala desa yang bersifat langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

13. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah 

pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa 

berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 

(satu) tahun yang dilaksanakan melalui 

Musyawarah Desa. 
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14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat 

Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia 

Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang 

dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam 

mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala 

Desa. 

15. Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang selanjutnya 

disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang 

dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan 

proses Pemilihan Kepala Desa. 

16. Bakal calon adalah penduduk warga negara 

Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi 

Calon Kepala Desa dan telah dinyatakan 

memenuhi persyaratan. 

17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala 

Desa yang telah ditetapkan oleh panitia 

pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih 

menjadi Kepala Desa. 

18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala 

Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam 

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 

19. Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa 

terpilih yang telah disahkan pengangkatannya 

dengan Keputusan Bupati sebagai Kepala Desa. 

20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat 

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang 

untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang 

serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu 

tertentu. 

21. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang 

dilakukan oleh panitia pemilihan untuk 

mendapatkan bakal calon. 

22. Penyaringan adalah suatu tahapan kegiatan 

yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk 

mendapatkan Calon Kepala Desa. 

23. Pemilih adalah penduduk desa yang 

bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan 

untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan 

Kepala Desa. 
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24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya 

disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun 

berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan 

Umum terakhir yang telah diperbaharui dan 

dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah 

dengan pemilih baru. 

25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih 

yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih 

karena yang bersangkutan belum terdaftar 

dalam Daftar Pemilih Sementara. 

26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut 

DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan 

oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan 

identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam 

pemilihan Kepala Desa. 

27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk 

meyakinkan para pemilih dalam rangka 

mendapatkan dukungan. 

28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya 

disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya 

pemungutan suara. 

29. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

yang selanjutnya disingkat  KPPS adalah 

pelaksana pemungutan suara di Tempat 

Pemungutan Suara. 

30. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi 

yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang 

mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti 

autentik yang dihasilkan dari pelayanan 

pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil. 

   

  2. Ketentuan Pasal 12 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 

12 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 12 

 

(1) Dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala 

Desa, Panitia Pemilihan membentuk KPPS dan 

menunjuk petugas keamanan dari satuan 

perlindungan masyarakat. 
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(2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Panitia 

Pemilihan dan bertanggung jawab kepada 

Panitia Pemilihan. 

(3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang 

berasal dari masyarakat Desa setempat, terdiri 

dari: 

a. seorang ketua merangkap anggota; 

b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan 

c. anggota-anggota. 

(4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam 

melaksanakan pemungutan suara dan 

penghitungan suara di TPS. 

(5) Untuk melaksanakan pemungutan suara dan 

penghitungan suara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) di setiap TPS diperbantukan 

petugas keamanan dari satuan perlindungan 

masyarakat paling banyak 2 (dua) orang. 

(6) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berkewajiban membuat dan menandatangani 

berita acara pemungutan suara dan 

penghitungan suara di TPS untuk disampaikan 

kepada Panitia Pemilihan. 

(7) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibentuk sesuai dengan jumlah TPS. 

(8) Jumlah TPS disesuaikan dengan kebutuhan 

masing-masing desa dengan memperhatikan 

jumlah DPT. 

   

  3. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 

26 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 26 

 

(1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan 

Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka 

pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala 

Desa. 
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(2) Jangka waktu pengumuman pendaftaran Bakal 

Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) selama 9 (sembilan) hari. 

(3) Bakal Calon Kepala Desa mendaftar kepada 

Panitia Pemilihan dilengkapi dengan 

persyaratan sebagai calon Kepala Desa. 

(4) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan 

bakal calon pemilihan Kepala Desa secara 

demokratis dan transparan. 
 

  4. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 

27 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 27 
 

(1) Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sebagai 

Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26 ayat (3), harus memenuhi persyaratan : 

a. warga negara Republik Indonesia; 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

Bhinneka Tunggal Ika; 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah 

menengah pertama atau sederajat;  

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) 

tahun dan pada saat mendaftar; 

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 

g. tidak sedang menjalani hukuman pidana 

penjara; 

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun  

atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai 

menjalani pidana penjara dan mengumumkan 

secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa 

yang bersangkutan pernah dipidana serta 

bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-

ulang; 
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i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai 

dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap;  

j. berbadan sehat;  

k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 

(tiga) kali masa jabatan; 

l. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-

obatan terlarang; 

m. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat 

dari jabatannya, kecuali mengumumkan secara 

jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang 

bersangkutan pernah diberhentikan secara 

tidak hormat dari jabatannya. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus dibuktikan dengan: 

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik yang 

telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan 

di atas kertas bermaterai cukup; 

c. surat pernyataan untuk memegang teguh dan 

mengamalkan pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan 

dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika 

yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas 

kertas bermaterai cukup; 

d. fotokopi ijasah pendidikan formal dari tingkat 

dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah 

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau 

surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; 

e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan 

kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat 

yang berwenang; 

f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi 

Kepala Desa yang dibuat oleh yang 

bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup; 

g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa 

tidak pernah dijatuhi pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
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melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

atau lebih; 

h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri 

bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai 

dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

i. surat keterangan berbadan sehat dari rumah 

sakit Pemerintah; 

j. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan 

surat pernyataan dari yang bersangkutan 

bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa 

selama 3 (tiga) kali masa jabatan; 

k. surat keterangan bebas penyalahgunaan 

narkotika, obat-obatan terlarang lainnya dari 

Rumah Sakit Pemerintah; 

l. ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi 

PNS, karyawan BUMD/BUMN atau anggota 

TNI/POLRI; 

m. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari 

jabatannya yang dibuat oleh yang bersangkutan 

diatas kertas bermaterai cukup; atau 

n. khusus bagi yang pernah diberhentikan dari 

jabatannya dan pernah dipidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf h, membuat surat 

pernyataan siap diumumkan oleh Panitia 

Pemilihan Kabupaten kepada publik yang 

ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas 

kertas bermaterai cukup  
 

  5. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3) 

dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 31 

                                                                                                                                            
 

(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 ayat (1) lebih dari 5 (lima) 

orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi 

tambahan dengan dengan tes tertulis. 

(2) Dihapus. 

(3) Dihapus. 

(4) Dihapus.  
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  6. Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

diubah, serta ayat (4) dihapus sehingga Pasal 32 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 32 
 

(1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 ayat (1) berupa tes tertulis yang 

dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan wajib 

diikuti oleh Bakal Calon Kepala Desa. 

(2) Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak 

yang berkompeten, dilakukan secara 

transparan dan hasilnya diumumkan secara 

terbuka baik kepada Bakal Calon Kepala Desa 

maupun masyarakat. 

(3) Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip 

obyektif, transparan dan masing-masing bakal 

Calon Kepala Desa mempunyai kesempatan 

yang sama. 

(4) Dihapus.  
 

  7. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (3), ayat (7), dan 

ayat (8) diubah serta ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) 

dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 33 
 

(1) Tempat dan waktu pelaksanaan tes tertulis 

ditentukan oleh Panitia Pemilihan setelah 

mendapat pertimbangan dari Panitia Pemilihan 

Kabupaten. 

(2) Dihapus. 

(3) Materi tes tertulis paling kurang memuat 

materi antara lain : 

a. Kemampuan Umum; 

b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. Pemerintahan Daerah; dan 

d. Pemerintahan Desa. 

(4) Dihapus. 

(5) Dihapus. 

(6) Hasil tes tertulis diurutkan berdasarkan nilai 

tertinggi dan diumumkan pada hari 

pelaksanaan tes. 
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(7) Hasil pelaksanaan tes tertulis dituangkan 

dalam Berita Acara Tes tertulis oleh Panitia 

Pemilihan sebagai dasar penetapan Calon 

Kepala Desa. 

(8) Bakal Calon Kepala Desa yang berhak 

ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yaitu 

yang mendapatkan skor hasil tes tertulis 

dengan ranking/nilai tertinggi 1 (satu) sampai 

dengan 5 (lima). 

(9) Dalam hal perolehan nilai tertinggi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat 

2 (dua) orang atau lebih yang menduduki 

peringkat 5 (lima), maka diadakan ujian ulang 

tes tertulis hanya bagi yang memperoleh nilai 

yang sama. 

 

  Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

 

Ditetapkan di Situbondo  

pada tanggal 13 Sept 2019 

BUPATI SITUBONDO, 

ttd 
 

 

DADANG WIGIARTO 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 13 Sept 2019 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

ttd 
 

 

SYAIFULLAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 27 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


